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Abstract.

The transfer of receivables can be done with collateral in the field of home property.

Mortgage rights are security rights over property that are given by property owners
to creditors as collateral for payment of debts or receivables. If the debtor cannot
fulfill his obligations in paying debts or receivables, then the creditor can execute the
mortgage to obtain payment for the debt or receivables. This study uses an empirical
method. The empirical method is a research method that focuses on collecting data
or information taken from experience or direct observation of the object under study.

The transfer of receivables through a cessie is a legal act in which a creditor (the
party owning the receivables) transfers the right to the receivables to another party,

known as a cesionaris. In the context of guarantees for mortgages in the field of house
property, the transfer of receivables through a cessie will affect the mortgages related
to the property of the house. Guarantees for mortgages in the field of house property
are regulated in the Civil Code (KUHPerdata) articles 1131 to 1161. The transfer of
receivables by cessie does not affect the guarantee of mortgage rights in the field of
house property that has been given by the debtor to the original creditor, but still
requires fulfillment of legal requirements to ensure the validity of the transfer of
receivables and protection of the rights of all parties involved. The transfer of
receivables guaranteed by mortgages in the field of house property must comply with
all requirements and procedures stipulated by law, including the requirements for
registration of mortgage rights and the approval of all parties involved. This is
intended to ensure the validity of the mortgage and minimize the risk of disputes or
legal issues in the future.

Keywords: transfer of receivables, guarantee of mortgage rights in the field of house
property, the Civil Code

PENDAHULUAN

Pemindahan piutang adalah suatu proses di mana seorang kreditur (pihak
yang memiliki piutang) mentransfer hak atas piutangnya kepada pihak lain yang
disebut dengan cesionaris. Tujuan dari pemindahan piutang ini adalah agar
kreditur dapat mendapatkan uang secara cepat dan tidak perlu menunggu debitur
(pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar piutang) membayar
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piutangnya. Pemindahan piutang dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda,
salah satunya adalah melalui cessie. Cessie adalah suatu perbuatan hukum di
mana seorang kreditur mentransfer hak atas piutangnya kepada pihak lain, yang
kemudian menjadi pemegang hak atas piutang tersebut. Dalam hal ini, hak atas
piutang dialihkan beserta dengan segala hak-hak yang melekat padanya, seperti
hak untuk menagih piutang dan hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap
debitur. Selain melalui cessie, pemindahan piutang juga dapat dilakukan dengan
cara lain seperti dengan melakukan subrogasi, yaitu suatu perbuatan hukum di
mana pihak ketiga membayar piutang yang seharusnya dibayar oleh debitur, dan
kemudian mengambil hak untuk menagih piutang tersebut dari debitur.

Namun, dalam melakukan pemindahan piutang, perlu diperhatikan
bahwa terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi agar pengalihan piutang
tersebut sah. Misalnya, kreditur harus memberitahukan pemindahan piutang
tersebut kepada debitur dan pihak ketiga yang menerima piutang harus menerima
piutang dengan segala risikonya. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka
pengalihan piutang tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.
Pemindahan piutang melalui cessie adalah salah satu cara untuk mentransfer hak
atas piutang dari kreditur kepada pihak lain yang disebut dengan cesionaris.
Dalam pemindahan piutang melalui cessie, kreditur mengalihkan hak atas
piutangnya secara keseluruhan kepada cesionaris, sehingga cesionaris menjadi
pemilik sah atas piutang tersebut.

Dalam konteks cessie, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk
memastikan sahnya pemindahan piutang, antara lain:

1. Cessionaris harus merupakan pihak yang sah dan mampu untuk menerima
hak atas piutang. Hal ini berarti cessionaris harus memiliki kecakapan
hukum, misalnya harus berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang dalam
keadaan yang merugikan atau di bawah pengampuan hukum.

2. Piutang yang hendak dialihkan harus jelas dan pasti. Piutang yang dapat
dialihkan melalui cessie adalah piutang yang jelas dan pasti, yaitu piutang
yang jumlahnya sudah dapat dihitung dan debiturnya sudah dapat
diidentifikasi.

3. Pemberitahuan kepada debitur. Kreditur harus memberitahukan kepada
debitur mengenai pemindahan piutang yang dilakukan melalui cessie. Hal
ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada debitur untuk
mengetahui siapa yang menjadi pemilik sah atas piutangnya dan
memastikan bahwa pembayaran piutang dilakukan kepada pemilik yang
sah.

4. Penerimaan piutang dengan segala risikonya. Cessionaris harus
menerima piutang dengan segala risiko yang melekat padanya, seperti
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risiko piutang tidak tertagih atau risiko kesalahan dalam menghitung
jumlah piutang.

Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pengalihan piutang melalui cessie
akan sah dan cessionaris akan menjadi pemilik sah atas piutang tersebut. Namun
demikian, perlu diingat bahwa hak-hak debitur tetap dilindungi oleh hukum,
sehingga cessionaris tidak dapat melakukan tindakan yang merugikan
debitur.Pemindahan piutang dapat dilakukan dengan jaminan hak tanggungan di
bidang properti rumah. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas properti yang
diberikan oleh pemilik properti kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran
utang atau piutang. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam
membayar utang atau piutang, maka kreditur dapat mengeksekusi hak
tanggungan untuk memperoleh pembayaran atas utang atau piutang tersebut.
Dalam konteks pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan di bidang
properti rumah, jika kreditur yang memiliki hak atas piutang tersebut ingin
melakukan pemindahan piutang kepada pihak lain melalui cessie, maka perlu
diperhatikan hal-hal berikut:

1. Jaminan hak tanggungan tersebut harus sah dan terdaftar. Jika jaminan

hak tanggungan tidak sah atau tidak terdaftar, maka pemindahan piutang
tersebut tidak dapat dilakukan.

2. Pemindahan piutang harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan
jaminan hak tanggungan, seperti pemilik properti dan bank yang
memberikan kredit.

3. Penerima piutang harus menerima jaminan hak tanggungan sebagai
jaminan atas piutang yang dialihkan. Dalam hal ini, penerima piutang
harus menyatakan bahwa ia menerima jaminan hak tanggungan sebagai
jaminan atas piutang yang dialihkan.

4. Debitur juga harus memberikan persetujuan atas pemindahan piutang
dengan jaminan hak tanggungan tersebut.

Dalam melakukan pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan di
bidang properti rumah, perlu diingat bahwa hak-hak pemilik properti tetap
dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan hati-hati dan
memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku untuk memastikan keabsahan
pemindahan piutang tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Metode empiris adalah
metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data atau informasi yang
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diambil dari pengalaman atau observasi langsung pada objek yang diteliti.
Metode ini dapat melibatkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti survei,
wawancara, observasi, dan eksperimen. Penelitian menggunakan metode ini
umumnya bersifat praktis dan terapan. metode penelitian yang dilakukan dengan
mengumpulkan data atau informasi melalui pengalaman atau observasi langsung
terhadap objek yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam mengenai fakta-fakta yang terkait dengan
permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini menekankan kepada
Jaminan hak tanggungan di bidang properti rumah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1131 sampai dengan pasal 1161.

PEMBAHASAN

PEMINDAHAN PIUTANG MENURUT (CESSIE) KEPUTUSANNYA
AKAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BIDANG PROPERTI
RUMAH

Pemindahan piutang melalui cessie adalah suatu perbuatan hukum di
mana seorang kreditur (pihak yang memiliki piutang) mentransfer hak atas
piutangnya kepada pihak lain yang disebut dengan cesionaris. Dalam konteks
jaminan hak tanggungan di bidang properti rumah, pengalihan piutang melalui
cessie akan mempengaruhi hak tanggungan yang terkait dengan properti rumah
tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak
tanggungan adalah suatu hak kebendaan yang memberikan jaminan atas suatu
kewajiban dengan menempatkan properti tertentu sebagai objek jaminan. Jadi,
jika suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi, pihak kreditur dapat mengeksekusi
objek jaminan (properti) tersebut untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam hal pengalihan piutang melalui cessie, hak tanggungan atas
properti rumah tersebut tetap berlaku dan tidak berubah. Hal ini karena hak
tanggungan merupakan jaminan yang terikat pada properti tersebut, bukan pada
kreditur atau cesionaris. Dengan demikian, meskipun kreditur telah mentransfer
hak atas piutangnya kepada cesionaris, hak tanggungan atas properti rumah yang
menjadi objek jaminan tetap ada dan berlaku untuk kreditur maupun cesionaris.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam pemindahan piutang
melalui cessie, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi agar pengalihan
piutang tersebut sah. Misalnya, kreditur harus memberitahukan pemindahan
piutang tersebut kepada debitur (pihak yang memiliki kewajiban untuk
membayar piutang) dan cesionaris harus menerima piutang dengan segala
risikonya. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pengalihan piutang
tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dan hal ini dapat berdampak
pada hak tanggungan yang terkait dengan properti rumah.
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Dalam pemindahan piutang dengan cara cessie, jaminan hak tanggungan di
bidang properti rumah tetap menjadi hak kreditur yang awalnya memberikan
kredit dan menerima jaminan tersebut. Penerima piutang dalam cessie tidak akan
menjadi pemilik hak tanggungan tersebut, namun hanya akan menerima hak
untuk mengeksekusi hak tanggungan tersebut jika debitur tidak memenubhi
kewajiban membayar utang atau piutang yang dijamin oleh hak tanggungan.

Dalam hal pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan di
bidang properti rumah, pemindahan tersebut tidak akan mempengaruhi
keberadaan hak tanggungan tersebut. Hak tanggungan tersebut tetap terdaftar dan
menjadi jaminan atas piutang yang dialihkan kepada penerima piutang dalam
cessie.

Pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan di bidang properti
rumah harus memperhatikan semua persyaratan dan prosedur yang ditetapkan
oleh hukum. Hal ini dikarenakan jaminan hak tanggungan merupakan salah satu
bentuk jaminan yang sangat penting dan cukup kompleks dalam hukum perdata.
Dalam proses pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan di bidang
properti rumah, kreditur yang menerima hak tanggungan harus memperhatikan
persyaratan dan prosedur yang terkait dengan pemindahan hak tanggungan,
termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak tanggungan,
pendaftaran hak tanggungan, dan pengaturan mengenai urutan pembayaran
kreditur dalam penjualan hak tanggungan.

Selain itu, kreditur yang menerima hak tanggungan juga harus
memperhatikan ketentuan mengenai perubahan dan penghapusan hak
tanggungan, serta cara penyelesaian hutang melalui penjualan hak tanggungan,
yang diatur dalam pasal-pasal yang terkait dalam KUHPerdata.

Ketidaktelitian dalam memenuhi persyaratan dan prosedur yang
ditetapkan oleh hukum dapat menyebabkan terjadinya permasalahan hukum di
kemudian hari, seperti tidak sahnya hak tanggungan atau hak tanggungan yang
dapat digugat oleh pihak lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi kreditur untuk
memperhatikan dan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang terkait
dalam pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan di bidang properti
rumah, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak,
yaitu kreditur dan debitur.

Namun demikian, pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan
di bidang properti rumah harus memperhatikan semua persyaratan dan prosedur
yang ditetapkan oleh hukum, termasuk persyaratan pendaftaran hak tanggungan
dan persetujuan dari semua pihak yang terkait. Hal ini dimaksudkan untuk
memastikan keabsahan hak tanggungan dan meminimalisasi risiko sengketa atau
masalah hukum di kemudian hari.

Dalam kesimpulannya, pemindahan piutang dengan cara cessie tidak
mempengaruhi jaminan hak tanggungan di bidang properti rumah yang telah
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diberikan oleh debitur kepada kreditur awal, namun tetap membutuhkan
pemenuhan persyaratan hukum untuk memastikan keabsahan pemindahan
piutang dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terkait.

JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BIDANG PROPERTI RUMAH
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Jaminan hak tanggungan di bidang properti rumah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1131 sampai dengan pasal
1161.

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak
jaminan atas suatu benda yang tidak diserahkan kepada kreditur, dengan tidak
mengurangi hak milik atas benda tersebut. Dalam hal ini, properti rumah dapat
dijadikan sebagai objek hak tanggungan.

Pasal 1133 KUHPerdata menyatakan bahwa hak tanggungan didaftarkan
dalam suatu buku daftar yang disebut dengan daftar hak tanggungan yang
dipimpin oleh pejabat pembuat akta tanah. Hal ini berarti untuk memastikan
keabsahan hak tanggungan, pemilik properti harus mengajukan permohonan
pendaftaran hak tanggungan kepada pejabat pembuat akta tanah.

Pasal 1135 KUHPerdata menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan
memiliki hak untuk mengeksekusi hak tanggungan jika debitur tidak memenuhi
kewajibannya dalam membayar utang atau piutang yang dijamin oleh hak
tanggungan tersebut. Dalam hal ini, jika debitur tidak dapat memenuhi
kewajibannya, maka kreditur yang memiliki hak tanggungan dapat
mengeksekusi hak tanggungan untuk memperoleh pembayaran atas utang atau
piutang yang dijamin oleh hak tanggungan tersebut.

Dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai hak tanggungan atas tanah
beserta bangunannya, termasuk cara pendaftaran hak tanggungan, pengaturan
urutan pembayaran kreditur dalam penjualan hak tanggungan, serta pengaturan
mengenai perubahan dan penghapusan hak tanggungan.

Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa hak tanggungan atas tanah
dan bangunan harus didaftarkan ke dalam daftar hak tanggungan di kantor
pertanahan setempat, dan pendaftaran tersebut harus memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal pendaftaran tersebut dilakukan
dengan benar, maka hak tanggungan akan menjadi jaminan yang sah bagi
kreditur.

Pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal 1132 sampai dengan pasal 1154
KUHPerdata, mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum mengenai hak
tanggungan, termasuk pengaturan mengenai hubungan antara kreditur dan
debitur, penghapusan dan perubahan hak tanggungan, serta penyelesaian hutang
melalui penjualan hak tanggungan.
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Sementara itu, pasal 1155 sampai dengan pasal 1161 KUHPerdata mengatur
mengenai urutan pembayaran kreditur dalam penjualan hak tanggungan,
termasuk cara pembagian hasil penjualan jika terdapat beberapa kreditur yang
memegang hak tanggungan yang sama. Pasal-pasal ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dalam pengaturan
jaminan hak tanggungan atas tanah dan bangunan.

Dalam pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan di bidang
properti rumah, KUHPerdata juga mengatur beberapa hal yang perlu
diperhatikan, seperti:

1. Hak tanggungan tersebut harus sah dan terdaftar.

2. Pemindahan piutang harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan
jaminan hak tanggungan, seperti pemilik properti dan bank yang
memberikan kredit.

3. Penerima piutang harus menerima jaminan hak tanggungan sebagai
jaminan atas piutang yang dialihkan.

4. Debitur juga harus memberikan persetujuan atas pemindahan piutang
dengan jaminan hak tanggungan tersebut.

Dengan demikian, pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan di
bidang properti rumah harus memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku
untuk memastikan keabsahan pemindahan piutang dan perlindungan hak-hak
semua pihak yang terkait.

KESIMPULAN

Jaminan hak tanggungan di bidang properti rumah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1131 sampai dengan pasal
1161. Pemindahan piutang dengan cara cessie tidak mempengaruhi jaminan hak
tanggungan di bidang properti rumah yang telah diberikan oleh debitur kepada
kreditur awal, namun tetap membutuhkan pemenuhan persyaratan hukum untuk
memastikan keabsahan pemindahan piutang dan perlindungan hak-hak semua
pihak yang terkait. Pemindahan piutang dengan jaminan hak tanggungan di
bidang properti rumah harus memperhatikan semua persyaratan dan prosedur
yang ditetapkan oleh hukum, termasuk persyaratan pendaftaran hak tanggungan
dan persetujuan dari semua pihak yang terkait. Hal ini dimaksudkan untuk
memastikan keabsahan hak tanggungan dan meminimalisasi risiko sengketa atau
masalah hukum di kemudian hari.
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